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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
A. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
 Alif Tidak ا
 Dilambangkan 
tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Tsa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha H ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S se س
 Syin Sy se nad ss ش
 (Shad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah ض




 (Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G se غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 kaf  K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م
 nun  N En ن
 Wawu W We و
 ha  H Ha ه
 hamzah ‟ Apostrof أ
 ya‟ Y Ye ي
 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 





Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
  َ  Kasrah i I 
  َ  Dammah u U 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 
َ  و  
 




a dan u 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
, ا / ي  َ  
 
fathah dan alif 
atau ya 
A a dan garis di 
atas 












D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 
[h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
 .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i ,( ي  )
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 









ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
G. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 
H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), 
sunnah,khususdanumum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
 
I. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 






J. Huruf  Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
H. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subhanahu wa ta‘ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-salam 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
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Skripsi ini membahas tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai 
Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa 
sub masalah yaitu: Pertama, Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai 
Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar? Kedua, Bagaimana Faktor-Faktor 
Penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak 
Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I 
Kota Makassar? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I 
Kota Makassar. Pengumpulan data menggunakan metode observasi wawancara 
terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumentasi. Penulis melakukan penelitian 
dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Pembimbing Kemasyarakatan 
terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di 
Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar adalah Pertama, Sebagai Peneliti. 
Kedua, sebagai Mediator. Dan Ketiga, melakukan Pengawasan terhadap Anak 
Berhadapan Hukum saat menjalani hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman 
tindakan. 2) Faktor-Faktor Penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai 
Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar Pertama, Terbatasnya kesempatan 
mengemukakan pendapat dalam persidangan. Kedua, Kurangnya koordinasi antara 
sesama penegak hukum. Ketiga, Keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, 
Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Kelima, Terbatasnya alokasi 
anggaran.  
Implikasi dari penelitian ini diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik lagi 
antara sesama penegak hukum demi kepentingan terbaik bagi Anak, serta memahami 




BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia sebagai negara berkembang tidak pernah terlepas dengan sebuah 
masalah, tidak terkecuali masalah kriminal ataupun tindak kejahatan yang tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sering terjadi di kalangan anak-anak. Tindak 
kejahatan yang kerap kali dilakukan anak seperti pencurian, perkelahian, 
penganiayaan, perjudian, pencabulan, mengonsumsi narkoba, dan sebagainya. Tindak 
kejahatan ini sangatlah memprihatinkan dan merugikan bagi anak karena akan 
menghadapkan anak dengan hukum. Fenomena seperti ini merupakan sebuah 
masalah sosial, dimana adanya ketidakberfungsian dalam sebuah sistem baik dalam 
lingkup keluarga maupun pada sistem kemasyarakatan itu sendiri.  
Sosialisasi pada dasarnya merupakan proses terintegrasinya individu dalam 
kehidupan bermasyarakat, atau dengan perkataan lain merupakan proses perubahan 
seseorang dari makhluk biologis menjadi makhluk sosial. Oleh karena kehidupan 
masyarakat mempunyai semacam aturan permainan yang antara lain berupa nilai-nilai 
dan norma-norma sosial, maka agar individu dapat terintegrasi dengan baik, dia perlu 
mengerti, memahami dan selanjutnya menggunakan nilai dan norma sosial tadi 
sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sosial.
1
 
Dalam menjawab mengapa seorang anak melakukan tindak kriminal, maka 
yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara 
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bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas anak, baik faktor internal 
maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak 
kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas 
perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor 
eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan 
sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.
2
 Disinilah letak 
peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pembentukan karakter anak, 
pola perilaku dan etika, bimbingan keagamaan, memberikan perlindungan kepada 
anak, dan sebagainya. Hanya saja banyak orang tua yang lalai mendidik anak dalam 
lingkungan keluarga, akibatnya anak berpotensi melakukan tindak kejahatan karena 
merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Maka dari itu sangatlah diperlukan 
pemenuhan atas hak-hak anak yakni hak untuk hidup, tumbuh kembang, 
perlindungan serta hak berpartisipasi.  
Kenakalan Anak (Juvenile Delinguency) secara etimologis Juvenile artinya 
young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada 
periode remaja, sedangkan Delinguency artinya doing wrong, terabaikan/ 
mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, 
pelanggar aturan, pembuat ribut, pngacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, 
durjana, dursila, dan lain-lain.
3
 
Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul 
karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, motivasi 
adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 
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melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan 
sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak 
untuk melakukan perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 
membuat kepuasan dengan perbuatannya.
4
  
Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena 
anak merupakan bagian dari generasi muda.
5
 Masa anak-anak adalah masa yang 
masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan 
kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan 
apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat 
membina dan membimbing anak dengan memperhatikan siifak, karakter dan keadaan 
anak. anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.
6
 
Terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut 
dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang 
labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan 
tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum 
dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat 
kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas 
tindakan yang telah dilakukan anak.
7
 
Pemerintah sangat berperan penting dalam hal memberikan kebijakan yakni 
perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Undang-Undang No. 35 
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Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Maka dari itu Pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasyaraktan 
(BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan 
dengan hukum. Dalam hal ini peran BAPAS khususnya Pembimbing 
Kemasyarakatan salahsatunya adalah melakukan pendampingan terhadap ABH mulai 
dari tahap pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau 
penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi. (tahap penjatuhan hukuman).  
Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah instansi yang bertugas melakukan 
pembinaan terhadap narapidana baik itu narapidana dewasa maupun narapidana anak.  
Dalam masyarakat secara umum, Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal. 
Masyarakat hanya mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan 
(RUTAN) daripada Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. 
Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan 
oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem 
pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian 
keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau 
bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. 
Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 
tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan peradilan pidana secara 





Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbinngan dan mendampingi 
anak nakal dalam proses Peradilan Anak.
8
 
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam institusi penegakan hukum dapat 
dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana yang terminologinya 
terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi. 
Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak jelas sekali ditegaskan tentang tugas dan peran pembimbing 
kemsyarakatan dengan anak berkonflik dengan hukum. Peran pembimbing 
Kemasyarakatan menjadi sangat strategis, diantaranya wajib melakukan upaya diversi 
dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 




Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja terjadi oleh 
orang dewasa, bahkan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu 
berbagai cara pencegahan dan penaggulangan anak nakal perlu segera dilakukan.
10
 
Dalam sistem peradilan pidana disini tugas pokok Balai Pemasyarakatan 
khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing 
Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum bertugas melakukan 
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Penelitian Kemasyarkatan (LITMAS), Pembimbingan, Pengawasan, dan melakukan 
Pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradian pidana.  
Dilihat dari uraian diatas, tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah berat 
dalam hal penanganan kasus anak, dimana seorang Pembimbing Kemasyarakatan 
harus selalu mendampingi anak dari awal sampai akhir, bahkan pada saat anak telah 
keluar dari penjara Pembimbing Kemasyarakatan masih mempunyai tugas yakni 
harus memberikan pembimbingan dan pengawasan serta pembinaan kepada anak agar 
bisa dan layak kembali berinteraksi dengan masyarakat atau biasa disebut Reintegrasi 
Sosial. Reintegrasi ini sangat penting untuk mempersiapkan anak saat kembali ke 
lingkungan sosial tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat serta mencegah anak 
kembali melakukan tindakan kriminal .  
Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pembimbing 
Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam 
Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar”.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian merupakan batasan penulis tentang ruang lingkup yang akan 
diteliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis menfokuskan pada Peran 
Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum 
dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.  
2. Deskripsi Fokus  
Berdasarkan pada fokus penelitian, dapat dideskripsikan berdasarkan subtansi 





Hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar, 
maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:  
a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi 
terhadap klien baik kilen Anak maupun klien Dewasa dengan melakukan 
Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Penelitian Kemasyarakatan 
sehingga dapat menyelesaikan perkara klien tersebut di dalam dan di luar proses 
peradilan pidana.  
b. Pendampingan adalah sebuah bentuk pelayanan yang diberikan pendamping 
kepada klien atau orang yang membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi.  
c. Anak Berhadapan Hukum adalah anak yang sedang dalam tahap proses hukum 
ataupun sedang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena disangka dan 
dituduh telah melakukan tindak kejahatan.  
d. Peradilan Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap 
pebimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setelah menjalani pidana.
11
 
C. Rumusan Masalah  
Untuk memperjelas arah penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka 
berikut ini diuraikan beberapa rumusan masalah antara lain:  
1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan 
Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak di Balai 
Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.  
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2. Bagaimana faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
pendampingan anak berhadapan hukum dalam proses pradilan anak di Balai 
Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.  
D. Tinjauan Pustaka  
 Tinjauan pustaka merupakan tinjauan atas kepustakaan (literatur) yang 
berkaitan dengan topik pembahasan penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi 
ini. Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan untuk membantu dan mengetahui 
dengan jelas penelitian yang anak dilakukan untuk penulisan skripsi ini. Dalam 
penulisan skripsi ini, Peneliti telah pemperoleh sekaligus meneliti sejumlah skripsi 
sebagai rujukan atau referensi yang dianggap sangat berkaitan dengan judul di atas, 
yakni:  
1. Picta Dhody Putranto 2010 “Peran Balai Pemasyarakatan dalam 
Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarkatan Surakarta” 
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan  dalam pembimbingan 
terhadap anak nakal, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami 




2. Rezki Alfianti 2015 “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam 
Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum” Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian  ini bertujuan untuk 
mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan 
Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Pembimbing 
Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang 
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3. Selly Oktaviani 2017 “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan 
Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh 
Anak” Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan 
restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
14
  
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini 
lebih mengutamakan pada peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak, dan 
pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan 
dalam pembimbingan anak nakal serta bagaimana pelaksanaan restorative justice 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan persamaan antara 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini secara bersama-
sama membahas tentang masalah penanganan anak berhadapan hukum yang sedang 
menjalani proses hukum.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   
 Dalam penyusunan proposal ini penulis tidak hanya mengharapkan 
pemanfaatan dalam bidang akademik bagi penulis, namun juga bagi masyarakat luas 
yang bersangkutan. Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dari penelitian-
penelitian sebelumnya dan belum dibahas penulis sebelumnya.  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan terhadap pendampingan 
anak berhadapan hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan 
Kelas I Kota Makassar.  
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembimbing kemasyarakatan 
terhadap pendampingan anak berhadapan hukum dalam proses peradilan anak di 
Balai Pemasyarakaan Kelas I Kota Makassar.  
2. Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan teoretis 
1) Dengan adanya penelitian ini menambah pengalaman peneliti dilapangan, 
juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan 
datang;  
2) Untuk menambah wawasan pemikiran dalam pengembangan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Pekerjaan Sosial tentang pengupayaan 
Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak 
berhadapan hukum.  
b. Kegunaan Praktis  
1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan 
dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti;  
2) Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada masyarakat 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan 
terhadap pendampingan anak berhadapan hukum;  
3) Sebagai sarana alternative penulis untuk menyalurkan ilmu yang telah 
diperoleh selama menjadi mahasiswa dan mengembangkannya sebagai sebuah 





BAB II  
TINJAUAN TEORETIS  
A. Tinjauan Tentang Peran  
1. Pengertian Peran  
Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 
seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal 
itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 
yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai 
macam-macam peranan yang berasal dari pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus 
berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 
kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.
1
 
Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran adalah aspek 
dinamis dari kedudukan dan status. Menurut Kozier Barbara Peran adalah 
seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai 
kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari 
dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.
2
  
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku 
ataupun sebuah tindakan yang diharapkan oleh seseorang dan kelompok serta 
lingkungan untuk dilakukan oleh individu, kelompok, dan lembaga karena status dan 
                                                             









kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada seseorang dan lingkungan 
tersebut.  
Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dalam ranah Pembimbing 
Kemasyarakatan dapat diartikan bahwa, peran merupakan penjalanan tugas dan 
fungsi ataupun suatu aktivitas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan mulai 
dari proses pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan pembuatan laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak berhadapan hukum sebagai 
pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaan peran tersebut diharapkan dapat membantu 
anak untuk mengasati perkaranya dalam proses hukum.  
2. Konsep Peran  
a. Persepsi Peran; 
Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya 
dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang 
diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.  
b. Ekspektasi Peran;  
Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana 
seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang 
ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut 
bertindak.  
c. Konflik Peran; 
Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka 
menghasilkan konfik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari 
bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketibang peran lain.
3
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3. Struktur Peran  
a. Peran Formal; 
Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku 
yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu 
memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, 
rekreasi, dan lain-lain.  
b. Peran Informal; 
Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang 
sifatnya impisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran 




4. Jenis-Jenis Peran  
Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. 
Menurut Soerjono Soekanto adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:  
a. Peran Aktif;  
Peran aktif adalah peran seseoang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya 
dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan 
kontribusinya terhadap suatu organisasi.  
b. Peran Partisipatif  
Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan sseorang berdasarkan 
kebutuhan atau hanya saat tertentu saja.  
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c. Peran Pasif; 
Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, 




B. Tinjauan Tentang Pembimbing Kemasyarakatan  
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan  
Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat 
fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan 
(LITMAS), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam 
dan di luar proses pengadilan anak.
6
  
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan  
Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998  
tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan 
dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:  
a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya 
yang dikenal dengan nama Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas); 
b. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran, 
dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; 
c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna 
memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala 
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sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan 
berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;  
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhaap Anak dalam 
proses Sistem Peradilan Anak; 
e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemasyarakatan.7 
Tugas pembimbing kemasyarakatan juga diatur dalam Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 
sebagai berikut:  
a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, 
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak 
selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya 
kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;  
b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam rangka anak baik di dalam 
maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;  
c. Menentukan progam perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA 
bersama dengan petugas pemasyarakatan lainya;  
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang 
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Dari pemaparan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang tugas 
pembimbing kemasyarakatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, 
tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan ialah membuat laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
persidangan dalam perkara anak, melakukan pembimbingan, melakukan 
pendampingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi.  
Adapun fungsi dari pembimbing kemasyarakatan terhadap pelaksanaan 
program bimbingan terhadap klien adalah:  
a. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum atau 
tindak pidana  
b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 
baik  
c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu 
dalam menyalurkan minat dan bakat klian sebagai tenaga kerja, untuk 
kesejahteraan masa depan klien tersebut.  
Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa salahsatu fungsi pendamping 
ataupun pembimbing kemasyarakatan adalah fasilitator. Selain daripada itu 
pembimbing kemasyarakatan juga berfungsi sebagai advokator dimana pembimbing 
kemasyarakatan senantiasa hadir sebagai pembela anak yang berstatus sebagai pelaku 
tindak pidana namun tidak berarti pembimbing kemasyarakatan membela atas dasar 
ketidaksalahan pelaku tetapi fungsi pembimbing kemasyarakatan disini untuk 
menyuarakan bahwa tindakan anak sebagai pelaku disini bukanlah merupakan tindak 
kejahatan tetapi merupakan kenakalan remaja dan tidak diperlukan untuk 





penahanan, ataupun memidanakan anak hanya bisa dilakukan bila sesuai dengan 
hukum dan pemidanaan dilakukan sebagai upaya terakhir.  
A. Qiram S.M. dalam Rusli Muhammad dan Hanafi menyatakan bahwa 
tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si 
anak apabila diselidiki merupakan suatu kritik nilai saja karena dalam proses 
petumbuhan ke masa remaja, dalam proses mencari identitas diri.
9
 
Upaya pendampingan terhadap anak berhadapan hukum yang dilakukan 
pendamping diharapkan mampu untuk memberikan solusi atau jalan keluar dalam 
proses pendampingan itu sendiri. Proses pendampingan di dalamnya meliputi 
kegiatan bagaimana klien mampu untuk dibina serta diarahkan, sehingga pendamping 
mendapatkan keberhasilan dalam proses pendampingan.  
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan  
Pembimbing Kemasyarakatan setidaknya memiliki tiga area praktik, yaitu 
tingkatan Mikro, Mezzo, dan Makro.  
a. Dalam pergaulan Mikro (Individu, keluarga)  
Dalam pergaulan secara Mikro, dalam memberikan bantuan kepada kliennya 
Pekerja Sosial Pemasyarakatan, dalam hai ini Pembimbing Kemasyarakatan, berperan 
sebagai:  
1) Penghubung. Pembimbing Kemasyarakatan menghubungkan klien dengan 
system peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
pemasyarakatan).  
                                                             





2) Pemungkin. Pembimbing Kemasyarakatan menyediakan dukungan dan 
dorongan kepada klien yang memungkinkan klien mampu menghadapi 
masalahnya.  
3) Perantara. Pembimbing kemasyarakatan harus dapat menemukan jalan keluar 
yang ditempuh klien apabila terjadi konflik.  
4) Penyalur informasi. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat menyiapkan, 
memberikan, dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan.  
5) Evaluator. Pembimbing Kemasyarakatan harus memberikan penilaian 
terhadap interaksi dan hasil yang dicapai klien.  
6) Manajer Kasus/ Koordinator. Pembimbing Kemasyarakatan harus 
merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, penemuan sumber, dan 
memonitor tujuan yang dicapai klien.  




b. Dalam Pergaulan Mezzo (Organisasi, Komunitas Lokal)  
Dalam pergaulan secara Mezzo, dalam pemberian bantuan kepada kliennya, 
pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai: 
1) Instruktur. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mengarahkan, 
menjelaskan dan mengingatkan anggota kelompok tentang sesuatu yang harus 
dikerjakannya.  
2) Pencari informasi. Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya selalu 
memberikan informasi tentang berbagai topic terhadap kelompok.  
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3) Pembentuk opini. Pembimbing Kemasyarakatan harus selalu ingin 
mengetahui pendapat klien dan orang lain sebelum memberikan pendapat 
sendiri.  
4) Evaluator. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu memberikan ide-ide 
baru terhadap klien dan kelompok, dan harus memutuskan mana yang paling 
tepat.  
5) Elaborator. Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu mengembangkan 
lebih lanjut semua ide yang muncul dalam kelompok.  
6) Pemberi semagat. Pembimbing Kemasyarakatan harus selalu memompa 
semangat dan kepercayaan diri klien. 
7) Pencatat. Pembimbing Kemasyarakatan harus selalu memelihara catatan 
terhadap semua keputusan yang telah ditetapkan.  
8) Teknisi procedural. Pembimbing kemasyarakatan harus membantu klien 
bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.  
9) Pendorong. Pembimbing kemasyarakatan selalu memberikan dorongan bagi 
kemajuan dan perubahan dalam diri klien.  
10) Pendengar. Pembimbing kemasyarakatan harus selalu menjadi pendengar 
yang baik saat diperlukan.  
11) Pengikut. Pembimbing kemasyarakatan harus menjadi pengikut yang baik dan 
mendorong anggota kelompok untuk menjadi pengikut yang baik.  
12) Pengatur kompromi. Pembimbing kemasyarakatan mengatur kesepakatan dan 









c. Dalam Pergaulan Makro (masyarakat Luas)  
Dalam pergaulan secara makro, Pembimbing Kemasyarakatan dalam 
memberikan bantuan kepada kliennya berperan sebagai:  
1) Pengambil inisiatif. Pembimbing kemasyarakatan harus selalu mengambil 
inisiatif tarhadap berbagai isu yang beredar di masyarakat.  
2) Perunding (negosiator). Pembimbing kemasyarakatan harus mampu mewakili 
kliennya unntuk berunding dan menemukan jalan keluar dengan lembaga/ 
klien.  
3) Pembela. Pembimbing kemasyarakatan harus selalu membela kepentingan 
klien yang diwakilinya (ketika ada permintaan dari pihak klien).  
4) Juru bicara. Pembimbing kemasyarakatan harus menjadi juru bicara klien/ 
masyarakat yang diwakilinya.  
5) Penggerak. Pembimbing kemasyarakatan harus menjadi penggerak klien/ 
masyarakat dengan pengorganisasian menggerakkan dan mendorong orang 
untuk berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.  
6) Penengah/ mediator. Pembimbing kemasyaraktan harus mampu menjadi 
penengah antara dua klien yang berkepentingan atau lebih sehingga terjadi 
kesepakatan.  
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7) Konsultan. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu memberikan 
konsultasi kepada kepala bapas dan pembimbing kemasyarakatan lainnya 
dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi.
12
 
C. Tinjauan Tentang Pendampingan  
1. Pengertian Pendampingan  
Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) 
antara individu/ kelompok/ komunitas yang didampingi yang bertujuan memotivasi 
dan mengorganisir individu/ kelompok/ komunitas dalam mengembangkan sumber 
daya dan potensi orang yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan 
terhadap orang yang mendampingi (pendorong Kemandirian).
13
  
Pendampingan adalah sebuah bentuk pelayanan berupa pemberian fasilitas 
atau bantuan-bantuan yang diberikan pembimbing kepada klien untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi klien. Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip  
pemihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan 
dibawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu 
memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pendampingan dengan konsep 




Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendampingan 
merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pendamping terhadap klien berupa 
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pembinaan, pengajaran, pengarahan dan proses pengembangan potensi  yang dimiliki 
klien agar dapat membentuk sebuah kemandirian. Dalam hal  ini  pendamping 
berperan sebagai fasilitator, advokator, motivator, dan lain sebagaiya.  
Seseorang yang mempunyai masalah sosial perlu didampingi karena mereka 
merasa ada ketidakmampuan mengatasi permasalahan secara sendirian. Dalam upaya 
pemecahan masalah klien, pendamping hanya sebatas pada pemberian alternatif-
alternatif yang dapat diimplementasikan, dapat pula diakatakan bahwa pendamping 
hanya memfasilitasi setiap kebutuhan klien, selain daripada itu klien yang 
menentukan jalan yang hendak dicapai oleh klien tersebut dengan memanfaatkan 
alternative atau fasilitas yang diberikan pembimbing kemasyarakatan.  
2. Prinsip Pendampingan  
Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat sebagai berikut:  
a. Belajar dari masyarakat  
1) Prinsip yang paling mendasar adalah pemberdayaan masyarakat merupakan 
proses yang berasal dari oleh dan untuk masyarakat; 
2) Pemberdayaan dibangun atas pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan 
relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuannya untuk 
memecahkan masalahnya sendiri. 
b. Pendamping sebagai fasilitator  
1) Masyarakat sebagai pelaku utama;  
2) Peran para penyuluh atau fasilitator harus bersikap rendah hati serta belajar 
dari masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai narasumber utama dan 





3) Dalam pelaksanaan suatu program masyarakat dibiarkan mendominasi 
kegiatan, walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, namun harus 
diusahakan agar secara bertahap peran itu dapat berkurang dengan 
mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan kepada warga masyarakat.  
c. Belajar bersama dengan tukar pengalaman  
1) Masyarakat tradisional pada umumnya kurang memahami secara mendalam 
apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, oleh karena itu untuk 
memberdayakan masyarakat tersebut para fasilitator perlu berdialog untuk 
membesarkan harapannya, sehingga timbul kepercayaan diri dalam 
melaksanakan kegiatannya;  
2) Materi pokok dialog antara lain, memfasilitasi dalam menentukan kegiatan 
yang paling mendasar dan menjadi prioritas, serta mendorong dalam 
memenuhi kebutuhannya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 
kondisi, cara dan kemampuan yang mereka miliki;  
3) Memberikan informasi tentang usaha penyelesaian masalah yang dihadapi 
misalnya, data tekhnis pendukung aturan, kelembagaan, pengetahuan umum 
dan lain-lain.  
d. Mendahulukan Kepentingan masyarakat setempat  
1) Masyarakat tradisional umumnya kurang memahami secara mendalam apa 
yang dibutuhkan dalam kehidupannya, oleh karena itu untuk memberdayakan 
masyarakat tersebut para fasilitator perlu berdialog untuk membesarkan 






2) Materi pokok dialog lain, memfasilitasi dalam menentukan kegiatan yang 
paling mendasar dan menjadi prioritas, serta mendorong dalam memenuhi 
kebutuhannya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi, cara 
dan kemampuan yang mereka miliki;  
3) Memberikan informasi tentang usaha penyelesaian masalah yang dihadapi 
misalnya, data teknis pendukung aturan, kelembagaan, pengetahuan umum 
dan lain-lain.  
e. Membangkitkan kepercayaan diri  
1) Masyarakat tradisional umumnya kurang percaya/ tidak percaya diri dalam 
menghadapi suatu situasi dan kondisi yang tidak merupakan tradisi mereka 
misalnya, melibatkan diri dalam suatu program pembangunan. Hal ini 
merupakan akibat dari proses penekanan psikologis yang sangat panjang 
bersifat ekonomi dan gaya hidup tradisional yang sangat berbeda dengan 
masyarakat perkotaan;  
2) Para fasilitator harus mampu membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang diinginkan hingga berhasil yang dilakukan 
masyarakat itu sendiri;  
3) Para fasilitator membantu mengidentifikasi nilai-nilai  positif dari kemampuan 
dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, mengikutsertakan sebanyak 
mungkin aspek-aspek local dan tradisional dalam program yang 
dikembangkan;  
4) Secara rutinitas melakukan pertemuan baik formal maupun informal sebagai 
media komunikasi dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan 





dijadikan subjek dan objek pelaksanaan program, mendukung dan 
mempromosikan produk-produk budaya local.  
f. Berorientai pada proses  
1) Untuk memberdayakan masyarakat pada setiap program pembangunan, para 
pendamping atau fasilitator tidak berorientasi pada target (target riented) 
karena apabila sutu program yang berorientasi pada target, penerimaan 
masyarakat dianggap tidak penting untuk dipahami, sebab dianggap suatu 
program dari pemerintah yang mempunyai target tertentu, yang mengaibatkan 
program trsebut dapat ditinggalkan oleh masyarakat setempat;  
2) Para fasilitator/ pendamping dalam memberdayakan masyarakat terhadap 
suatu program seharusnya berorientasi pada proses, walaupun membutuhkan 
waktu  yang lama, karena masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam 
perencanaan, implementasi dan pemantauan serta evaluasi program. Untuk 
mengaplikasikan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu kelembagaan petani yang 
kuat dan mampu sebagai wadah, sekaligus sebagai subjek terhadap suatu 
program yang ada di wilayah kerjanya.
15
  
3. Tujuan Pendampingan  
Tujuan utama dari pendampingan yaitu membentuk kemandirian klien yang 
sedang dihadapi. Kemandirian adalah suatu kemampuan bagi individu untuk 
mengambil keputusan dan memilih arah tindakannya sendiri tanpa terhalang oleh 
pengaruh dari luar.  
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Ada tiga elemen pokok dalam kemandirian, yaitu kemandirian material, 
kemandirian intelektual, dan kemandirian pendampingan.  
a. Kemandirian material yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan 
dasar dan mekanisme untuk dapat tetap bertahan pada waktu krisis. Hal ini bisa 
diperoleh melalui pertama proses mobilisasi sumber daya pribadi dan atau 
keluarga dengan mekanisme menabung dan penghapusan sumber daya non 
produktif. Penegasan tuntutan atas hak-hak ekonomis seperti : Surplus yang 
hilang karena pertukaran yang tidak seimbang.  
b. Kemandirian Intelektual yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh 
masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk 
dominasi yang muncul. Dengan dasar tersebut masyarakat akan dapat 
menganalisis hubungan sebab-akibat dari suatu masalah yang muncul.  
c. Kemandirian Pendampingan yaitu kemampuan otonom masyarakat untuk 
mengembangkan diri mereka sendiri dalam bentuk pengelolaan tindakan kolektif 
yang membawa pada perubahan kehidupan mereka. (Sebagai catatan : Dalam 
proses pendampingan ada intervensi pendamping dari luar, maka tahap 
kemandirian pendamping kelompok masyarakat berasal dari dalam).
16
  
D. Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Hukum  
1. Pengertian  Anak  
Masalah anak merupakan arus balik yang diperhitungkan dari proses dan 
perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan 
masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin 
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Secara psikologis, anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini melainkan 
anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas 
(evolving capacities), yang sangat erat kaitannya dengan kasualitas antara pemenuhan 
dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh 




Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum 
mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata 
“anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua 
mereka meskipun telah dewasa.
19
 
Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 
dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 
sekitarnya”.
20
 Oleh Karena Itu anak_anak perlu diperhatikan secara sungguh-
sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, 
ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling 
dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi 
korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya
21
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Dari pengertian di atas maka sehubungan dengan penelitian ini peneliti 
merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yang dimaksud dengan anak dalam 
pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:  
a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindakan pidana.  
b) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
yang diduga melakukan tindak pidana.  
c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak 
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana.  
d) Anak yang yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
22
 
2. Hak-hak Anak  
Anak sebenarnya adalah cikal bakal masa depan sebuah Negara, akan sangat 
disayangkan apabila anak harus kehilangan hak-haknya. Anak merupakan bagian dari 
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generasi penerus cita-cita bangsa dan juga menjadi sumber daya manusia di masa 
depan. Oleh karena itu anak perlu diberikan perlindungan serta hak asasi yakni hak-
hak anak agar anak terbebas dari diskriminasi.  
Arah kebijakan hukum bertujuan memberikan perlindungan bagi hak-hak 
warga negara dan menjamin kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, system 
hukum setiap tahunnya mengalami modernisasi. Dalam hukum nasional perlindungan 
khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelunya menggunakan UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
23
 
Pada tanggal 20 November 1989, Negara-negara peserta dan penandatangan 
Konvensi Hak-Hak Anak PBB, mendeklarasikan menghormati serta menjamin hak-
hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, jenis 
kelamin, bahasa, warna kulit, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, 
kekayaan, ketidakmampuan, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kelahiran atau 
kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.  
Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus 
diberikan orang tua untuk anak. Berikut diantaranya:  
a) Hak untuk bermain  
b) Hak untuk mendapatkan pendidikan  
c) Hak untuk mendapatkan perlindungan  
d) Hak untuk mendapatkan nama (identitas)  
e) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan  
f) Hak untuk mendapatkan makanan  
                                                             





g) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan  
h) Hak untuk mendapatkan rekreasi  
i) Hak untuk mendapatkan kesamaan  
j) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan  
Bila ditinjau dari pihak mana yang berkewajiban penuh melakukan Konvensi 
Hak Anak, dalam hal ini negara dan para pihak yang bertanggung jawab untuk 
memenuhi hak anak, yaitu orang dewasa pada umumnya, Konvensi Hak Anak 
mengandung 3 (tiga) perintah adalah: Penuhi (fulfill), yaitu negara maupun orang 
dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak; Lindungi (protect), yaitu negara 
maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun; Hormati 
(respect), yaitu negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat si anak.
24
  
Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi 
yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan untuk hidup, keleangsungan 




3. Pengertian Anak Berhadapan Hukum  
Masalah perlindungan terhadap anak di Indonesia semakin kompleks. 
Salahsatu persoalan serius untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak 
berhadapan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena: (a) dalam proses 
peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti yang 
menunjukkan adanya praktek kekerasan dan juga penyiksaan terhadap anak yang 
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masuk dalam proses peradilan; (b) perspektif anak mewarnai proses peradilan; (c) 
penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat 
yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan; (d) 
selama proses peraadilan anak berhadapan hukum kehilangan hak-hak dasarnya 
seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan 
kesehatan, dan (e) ada stikma yang melekat pada anak setelah proses peradilan, 
sehingga akan manyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya.  
Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UU  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan 
dangan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari anak yang 
menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 
yang menjadi saksi pidana. Batasan umur anak berhadapan hukum ialah yang telah 
mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah.  
 Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang 
memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi 
anak, salahsatu kelemahan penanganan di pengadilan. Misalnya masih belum banyak 
pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat 
pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan 
seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.
26
  
4. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum  
Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal. 
Penyebab internal ABH mencakup: (a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH; 
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(b) Keluarga tidak harmonis; (broken home); (c) Tidak ada perhatian dari orang tua, 
baik Karena orang tua sibuk bekerja atau bekerja di luar negeri sebagai TKI. 
Sementara, faktor Eksternal ABH antara lain: (a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan 
teknologi tanpa diimbangi kesiaopan mental oleh anak; (b) Lingkungan pergaulan 
anak dengan teman-temannya yang kurang baik; (c) TIdak adanya lembaga atau 
forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; (d) Kurangnya 
fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurakan kreatifitasnya 
dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.
27
  
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana   
Perlndungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and 
freedomsof children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan 




Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses 
peradilan pidana dimaksudkan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang 
merupakan salahsatu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam 
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan 
dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu 
adanya kerjasama dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.
29
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Perlindungan hukum bagi  anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum 
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga 
mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlidungan 
anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung bawab 
bersama aparat penegak hukum. Tidak  hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup 
juga anak yang sebagai korban dan saksi.
30
 
Anak merupakan salahsatu bagian dari elemen masyarakat yang secara umum 
memiliki keterbatasan fisik dan mental. Berdasarkan peran penting anak di masa 
depan maka anak yang berhadapan hukum perlu diberikan perlindungan bukan agar 
anak dapat terbebas dari aturan hukum melainkan agar anak mendapatkan manfaat 
dari keberadaan hukum, hukum untuk anak harusnya bersifat perbaikan terhadap sifat 
dan juga sikap anak kedepannya.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak merupakan sebuah solusi untuk anak yang berhadapan dengan hukum  dalam 
tindak pidana, undang-undang ini adalah langkah dalam penyelesaian perkara anak 
yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai kepada tahap 
pembimbingan setelah menjalani pemidanaan.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah 
diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA), undang-undang terbaru ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014. 
Tujuan dari perbaruan undang-undang tersebut karena tidak adanya kesesuaian 
dengan kebutuhan anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan adanya undang-
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unndang terbaru ini dapat mewujudkan dan menjamin perindunngan kepentingan 
terbaik bagi anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan.  
Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA, antara lain mengenai 
penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-
undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi 
yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, 
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 




E. Tinjauan Islam tentang Pendampingan terhadap Anak  
Agama Islam diturunkan ke muka bumi dengan membawa rahmat bagi 
seluruh alam, Islam mengajarkan untuk selalu mengasihi dan menyayangi sesama 
manusia, tidak terkecuali kepada anak-anak. Anak sangatlah perlu untuk dikasihi, 
dilindungi dan didampingi agar anak merasa bahwa dia telah menerima kasih sayang 
dari orang tuanya. Anak butuh untuk didampingi terutama oleh orang tuanya dalam 
rangka mendidik, membimbing dan membantu anaknya dalam memenuhi hak-
haknya, serta melindungi anak dengan segala keterbatasannya mulai dari segi fisik, 
mental dan juga pola berpikirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta melindungi 
dirinya sendiri.  
Pendampingan terhadap anak dalam perspektif islam dapat diartikan  
mendampingi anak dengan melakukan pembimbingan, pengawasan, mendidik, dan 
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melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan anaknya serta pemberian atau 
pemenuhan hak-hak bagi anak agar anak tercukupi kebutuhannya.  
Orang tua mempunyai peran yang amat penting dalam mendampingi anak 
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hal yang dapat membahayakannya 
serta pemenuhan atas hak-hak anaknya mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan 
berkembang, mempunyai hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan sebagainya. 
Orang tua merupakan tokoh utama yang harus memberikan hak serta perlindungan, 
karena dalam keluarga orang tualah yang paling dekat dengan anak-anaknya.  
Pendampingan anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak sangat 
ditekankan dalam Al-Qur’an, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:  
                                  
      
Terjemahnya:  
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata  yang benar.”
32
 
Ayat ini memperingatkan kepada kita agar selalu waspada dan berhati-hati 
jangan sampai kita membuat keluarga yang akan kita tinggalkan dapat menjadi beban 
masyarakat. Selain sebagai peringatan, ayat ini secara umum juga dapat dipahami 
sebagai pengingat bahwa setiap orang Islam harus mempersiapkan anak-anaknya dan 
keluarga yang ditinggalkan nanti setelah mati dapat menjadi orang-orang yang baik, 
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dengan ajaran kebaikan-kebaikan tersebut akan tercapai dengan pembentukan 
karakter, budi pekerti, dan pendidikan yang baik.  
Sebagai orang dewasa yang mempunyai peran penting terhadap anak, kita 
tidak boleh meninggalkan ataupun menelantarkan anak, anak perlu perlindungan dan 
kasih sayang baik dari orang tua dan juga masyarakat terlebih lagi dari pemerintah, 
pemerintah harus memberikan kebijakan ataupun undang-undang  terkait dengan 
perlidungan dan pemenuhan hak-hak anak agar masyarakat sadar akan tanggung 
jawabnya sebagai orang dewasa atas seluruh anak-anak yang ada di dunia khususnya 








BAB III  
METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
1
  
Penelitian kualitatif ini terdiri dari penelitian interaktif ditandai dengan 
adanya interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Dalam pengumpulan data 
terdapat proses komunikasi langsung antara peneliti dengan yang diteliti (individu, 
kelompok sosial, atau masyarakat). Data penelitian diperoleh langsung dari informan/ 




Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan berbagai situasi, atapun suatu fenomena-fenomena sosial yang 
terjadi di dalam kehidupan suatu masyarakat. Sehingga Peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar untuk 
menelaah secara mendalam bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap 
pendampingan anak berhadapan hukum dalam proses peradilan anak.  
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Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 
keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 
yanag tampak atau sebagaimana adanya.
3
 
2. Lokasi Penelitian  
Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “Peran Pembimbing 
Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses 
Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar”, maka peneliti 
mengambil salahsatu lokasi penelitian yakni di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota 
Makassar Jl. Hertasning No. 1 Kota Makassar.  
 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini terarah pada peran pembimbing kemasyarakatan 
terhadap pendampingan anak berhadapan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk 
menganalisis sasarannya sebagai acuan dalam menganalisis objek yang ingin diteliti 
sesuai latar belakang penelitian.  
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah 
ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola-pola 
hubungan antar manusia secara individu maupun kelompok serta akibat yang 
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Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang hubungan 
sosial yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat, mempelajari suatu peristiwa 
atau fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan, ilmu sosiologi juga menguak, 
menyikapi, membongkar fakta-fakta yang tersembunyi (Latent) dibalik realitas yang 
nyata (manifest) karena dunia yang sebenarnya baru dapat dipahami jika dikaji dan di 
implementasikan secara mendalam (radical).  
Sosiologi dengan demikian bisa dikatakan sebagai ilmu sendiri, karena “ia” 
adalah disiplin intelektual yang secara khusus sistematis dan terandalkan 
mengembangkan pengetahuan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya. 




Pada hakikatnya sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni yang hanya 
mengembangkan ilmu itu sendiri namun Sosiologi juga dapat menjadi ilmu terapan 




Di dalam masyarakat terdapat banyak fenomena yang terjadi, cara mereka 
berinteraksi, mengembangkan serta mengelola dan menjaga sumber daya alam yang 
ada sekitar mereka, inilah yang menjadikan seseorang mencari cara untuk tetap 
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C. Sumber Data  
1. Data Primer  
Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 
pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
7
 Cara mengumpulkan data primer 
yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informasi 
yang telah penulis tetapkan sebagai data primer yaitu Kepala Seksi (KASI) 
Bimbingan Klien Anak (BKA), Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 2 orang, dan 
Anak Berhadapan Hukum 2 orang.  
2. Data Sekunder  
Sumber data sekunder yaitu data yang di kumpulkan untuk melengkapi data 
primer yang di peroleh dari dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, 
majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini yang di peroleh dengan cara penelusuran arsip dan berbagai 
perpustakaan. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 
primer demi keabsahan dan kelengkapan data peneliti di lapangan.  
 
D. Metode Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dilakukan 
suatu tekhnik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 
adalah sebagai berikut:  
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1. Metode Observasi  
Menurut Margono yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh Observasi adalah 
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala-gejala yang tampak 
pada objek penelitian.
8
 Metode observasi yaitu data yang dibutuhkan, diperoleh 
dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang relevan 
dengan fokus peneitian. Penekanan observasi lebih pada upaya mengungkap makna-
makna yang terkandung dari berbagai aktivitas terarah tujuan dan hasil observasi 
tersebut dimasukkan dan dicatat dalam buku catatan dan selanjutnya dilakukan 
pemilihan sesuai kategori yang ada dalam fokus penelitian. Observasi adalah sebuah 
prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati 




2. Metode Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban 
informan dicatat atau direkam. Wawancara merupakan alat re-cheking atau 
pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang dipeoleh sebelumnya. Teknik 
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang 
mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
infornan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
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(guide) wawancara, dimana pewawancaa dan informan terlibat dalam kehidupan 
sosial yang relative lama.
10
  
3. Metode Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen 
yang tersedia serta pegambilan gambar di sekitar obyek penelitian yang akan 
dideskripsikan pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir 
penelitian. Dokumentasi menujukkan suatu fakta yang telah berlangsung agar 
memperjelas dari mana informasi didapat, peneliti dapat mengabadikan dalam bentuk 
dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, dan foto data yang relevan dengan 
penelitian.  
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.
11
 
Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar sesuai 
dengan pengertian penulis yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari 
beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendiskripsikan 
tautan peristiwa atau kegiatan lainnya.  
Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi 
yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan 
data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat  
dalam suatu  penelitian diantaranya pedoman observasi, pedoman wawancara, 
kamera, alat perekam, dan buku catatan.  
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F. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data  
Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. 
Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan 
hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan 
pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan 
bagi yang lain.
12
 Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam 
bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.  
Menganalisis data dalam peneitian kualitatif merupakan proses dalam mencari 
dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, 
menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih-milih bgian yang 
penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga memudahkan 
peneliti maupun orang lain dalam memahami dan mempelajarinya.
13
 
Analisa data adalah suatu proses mengklasifikasikan, pengkategorian, 
penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan 
makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 
mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan mencari dan menata data 
secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen 
yang telah dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran 
Miles dan Huberman, yang pada dasarnya meliputi tiga alur kegiatan setelah proses 
pengumpulan data dan penarikan kesimpuan. Namun analisis tidak dilakukan secara 
parsial dan berdiri sendiri tapi dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama 
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dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, dengan langkah-
langkah sebagai berikut:  
1. Reduksi Data (Data Reduction)  
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mangelola data 
dengan bertolak teori untuk mendapatkan kejelasan dalam masalah, baik data yang 
terdapat di lapangan maupun yang terdapat di perpustakaan. Data dikumpulkan, 
dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam 
penelitian.  
Di sini data yang dikumpulkan direduksi dengan melakukan penyederhanaan, 
pengabstrakan, pemilahan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan 
focus penelitian secara sistematis dan integral. Reduksi data ini berlangsung terus 
menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai pada penarikan kesimpulan.
14
  
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data  yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 
dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
15
  
Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 
diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan 
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untuk memaknainya. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat 
memberikan kejelasan mana data yang substantif mana data pendukung.  
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verfication)  
Dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan proposisi yang berhubungan 
dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian 
dilanjutkan dengan mengkaji berulang-ulang terhadap data yang ada penglompokan 
data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah ditemukan.
16
 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi, setiap kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan karena 
berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis dalam hal 
pengumpulan dan melalui informan, setelah pengumpulan data, penulis mulai 
mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan serta hasil akhir dapat 
ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari judul penelitian yang penulis 
angkat. 
                                                             









HASIL PENELITIAN  
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar  
1. Sejarah Berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar  
Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar berdiri sejak tahun 1978 adalah 
sebagai salahsatu Unit Pelasanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kantor 
Wilayah Kemanterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Balai 
Pemasyarakatan bertempat di Jl. Hertasning No. 1 Kota Makassar. Bapas 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yaitu memberikan 
bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang 
berlaku. Bapas Kelas I Kota Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan 
Tepadu (Integrated Criminal Justice System), dimana dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya 
seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara, dan lembaga 
pemasyarakatan.  
Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar merupakan unit pelaksana 
teknis yang melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian 
kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makasssar bekerjasama dengan pihak 
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menangani kasus yang belum memiliki 
pemecahan masalah dan putusan oleh Hakim. Sedangkan untuk permasalahan yang 







Makassar bekerjasama dengan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS), serta lembaga pemidanaan lainnya yang berada di wilayah 
kerja Balai Pemasyarakatan kelas I Kota Makasar.  
Bapas sebagai bagian sistem tata peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak 
terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus 
transformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya 
permasalahan tersebut maka perlu pembenahan di berbagai bidang, baik secara 
administratif maupun teknis.  
2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Balai pemasyarakatan Kelas I 
Kota Makasar  
a. Tugas Pokok  
1) Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk:  
a) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam 
perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang  
b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pembinaan, 
yang bersifat mencari pendekatan  dan kontak antara Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat  
c) Bahan Pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam proses Assimilasi 
dapat tidaknya warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau 
Integrasi Sosial dengan baik  
2) Membimbing, membantu, dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan 
yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar 
Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti 







3) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan 
Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana 
Denda, diserahakn kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja 
atau anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga 
Pemasyarakaatan  
4) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti 
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan, guna penentuan 
program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
a) Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada Pejabat Atasan dan 
kepada instansi atau pihak yang berkepentingan  
b) Meminimalkan penjatuhan pidana pada Anak dengan jalan menyarankan dalam 
Penelitian Kemasyatakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum  
b. Fungsi  
1) Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan untuk Peradilan  
2) Melakukan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan  
3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak  
4) Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP  (Tim 
Pengamat Pemasyaraktan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
5) Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapiana, anak Negara, dan 
Kien Pemasyarakatan yang memerlukan  








3. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar  
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Pemasyarakatan Kelas I 
Kota Makassar mempunyai 3 Pejabat Struktural Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA), dan Kepala Seksi 
Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
teknis membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, selain 
pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan tugas administrasi/ ketatausahaan, yang 
dikoordinasikan oleh Kepala sub Bagian Tata Usaha, dimana masing-masing pejabat 
tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan, dengan struktur oganisasi 
sebagai berikut.  
Struktur Organisasi  














SUB SEKSI REGISTRASI 
SUB SEKSI BIMBINGAN 
KERJA 
SUB SEKSI BIMKEMAS 
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN 




URUSAN UMUM URUSAN 
KEUANGAN 
SEKSI BIMBINGAN KLIEN 
DEWASA 
SEKSI BIMBINGAN KLIEN 
ANAK 
SUB SEKSI REGISTRASI 
SUB SEKSI BIMBINGAN KERJA 







Adapun fungsi dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi di Atas, secara 
ringkas dalam tabel 1 sebagai berikut.  
Tabel 1 
Fungsi Sub Bagian Dan Seksi Balai Pemasyarakatan Kelas I  
Kota Makassar.  
 
PEJABAT STRUKTURAL  FUNGSI  
Sub Bagian Tata Usaha  1. Melakukan urusan kepegawaian  
2. Melakukan urusan keuangan  
3. Melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan, dan rumah tangga  
Seksi Bimbingan Klien 
Dewasa  
1. Melakukan registrasi  
2. Melakukan penelitian Kemasyarakatan untuk 
bahan peradilan dan sidang Dewan Pmbina 
Pemasyaakaatan dan memberikan bimbingan 
kemasyarakan kepada klien  
3. Memberikan bimbingan kerja  
Seksi Bimbingan Klien 
Anak  
1. Melakukan registrasi  
2. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk 
bahan perdilan dan Dewan Pembina 
Pemasyarakatan, serta memberikan bibingan 
kemasyarakatan kepada klien  
3. Melaksanakan bimbingan kerja  










4. Data Kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar  
Tabel 2   
Jumlah Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. 
 
NO  URAIAN  L P JUMLAH  KET  
1 Pejabat Struktural  6 4 10   
2 Fungsional Tertentu  40 11 51   
3 Fungsional Umum  13 9 22   
  TOTAL     83   
Sumber: Profil Balai Pemasyarakatan  Kelas I Kota Makassar.  
Tabel 3  
 Tenaga Fungsional Tertentu. 
 
NO  URAIAN  L P JUMLAH KET  




3  - 3   
3 TOTAL   40  11 51   
Sumber: Profil Balai Pemasyarakatan  Kelas I Kota Makassar.  
Tabel 4  
Tingkat Pendidikan  
 
NO  URAIAN  L  P JUMLAH  KET  
1 SD   - -  -    
2 SMP   - -  -    
3 SMA  4 4 8   
4 AKADEMI  1 1 2   
5 S1  36 19 55   
6 S2  14 4 18   
  TOTAL   55 28 83   










5. Daftar Penerimaan Pendampingan klien Anak di Balai Pemasyarakatan 
Kelas I Kota Makassar  
Tabel 5  
Hasil penerimaan pendampingan klien anak pada bulan Agustus 2019 di Balai 
Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar  
 
2019 







L P L P L P 
JANUARI 43 - - - - - 
FEBRUARI 51 - - - - - 
MARET  41 6 - - - - 
APRIL 44 3 - - - - 
MEI 36 2 - - - - 
JUNI 46 1 - - - - 
JULI 53 2 9 1 13 1 
AGUSUTUS 33 4 10 1 12 1 
SEPTEMBER 19 2 6 - 7 - 
OKTOBER 
      
NOPEMBER 
      
DESEMBER 
      
JUMLAH 366 20 25 2 32 2 
 
B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak 
Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan 
Kelas I Kota Makassar  
Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas fungsional penegak hukum 
yang melaksanakan peranannya yakni melakukan Pendampingan, Pembimbingan, 
Pengawasan, dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak 







tersebut saling berkaitan satu sama lain. Namun, di dalam proses peradilan pidana 
Anak Pembimbing Kemasyarakatan lebih berperan sebagai Pendamping atau 
melakukan Pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan 
anak.  
Dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum pada 
umumnya menyangkut tiga macam tahapan pelaksanaan peran, mulai dari tahap Pra 
Ajudikasi atau tahap penyidikan, kemudian tahap Ajudikasi atau tahap penuntutan, 
dan tahap Post Ajudikasi yaitu tahap penjatuhan hukuman. Ketiga tahap ini ditempuh 
Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak Berhadapan Hukum dengan 
penerapan Restorative Justice untuk tujuan utama yaitu pengupayaan Diversi.  
Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan.
1
 Penerapan Restorative Justice dilakukan dalam 
proses diversi agar semua pihak baik pelaku maupun korban mendapatkan hak-hak  
mereka. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2
 Kedua unsur ini yakni Restorative Justice 
dan Diversi saling berhubungan satu sama lain.  
Pada tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikut sertakan 
Pembimbing Kemasyarakatan yakni melakukan pendampingan terhadap Anak 
Berhadapan Hukum dalam semua tahapan-tahapan proses peradilan anak, sejalan 
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dengan proses pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran pada 
ketiga tahapan tersebut.  
1. Sebagai Peneliti  
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan awal 
terhadap Anak Berhadapan Hukum adalah sebagai Peneliti atau pencari informasi, 
penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai Penelitian 
Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan pada tahap penyidikan di 
kepolisian sejak Anak telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindak pidana.   
Penelitian Kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian dilakukan dalam rangka 
mengidentifikasi dan proses penggalian data Anak dan pengolahan informasi terkait 
perkara yang dihadapi anak berhadapan hukum. Penelitian Kemasyarakatan mulai 
dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap penyidikan atau Pra 
Ajudikasi.   
Pra Ajudiksi atau tahap penyidikan merupakan tahapan sebelum tersangka 
masuk ke dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman, tahapan ini melibatkan 
aparat hukum yakni kepolisian dan Balai Pemasyarakatan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. Pada tahapan ini terkait dengan perkara Anak 
Berhadapan Hukum, Petugas fungsional Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing 
Kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan perannya sebagai Peneliti untuk 
membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan 
permintaan penyidik di kepolisian.   
Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pemimbing 







Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai 
Pemasyarakatan ketika anak berhadapan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP 
tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasyarakatan. Dengan pembuatan BAP ini 
kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk 
melakukan Penelitian Kemasyarakatan.  
 
“…Pada saat penyidikan, pihak kepolisian mempunyai mekanisme 2x 24 jam 
untuk meminta keterangan kepada anak yang menjadi tersangka, lalu mereka 




Pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum harus dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan, selain daripada menjauhkan anak dari intimidasi oleh 
pihak-pihak tertentu juga berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika 
dimintai keterangan. Maka dari itu yang diberikan tugas untuk penggalian data 
ataupun penelitian kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan itu dapat menjadi bahan 
pertimbangan apakah memang anak tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka dan 
apakah Anak harus menempuh jalur hukum ataukah diupayakan untuk dilakukan 
Diversi.  
 
 “Ketika laporan kepolisian itu masuk maka pihak kepolisian membuat berita 
acara telah selesai menangkap anak tersebut yakni ABH lalu dibuatlah Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian. Pada saat pembuatan BAP oleh 
pihak kepolisian seharusnya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
bahwa harus didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan karena tidak 
menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi ketika 
diambil keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan.”
4
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Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Pak Riswan selaku Kepala 
Seksi BKA:  
 
“Anak ini didampingi saat ada permintaan dari kepolisian, pihak kepolisian 
mengirim permintaan dari penyidik ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan 
yang namanya pendampingan, karena kapan anak dilakukan pendampingan 
kemungkinan anak bisa terbebas dari hukum.”
5
 
Setelah Berita Acara Pemeriksaan itu masuk ke Bapas, Kepala Bapas  
mempelajari surat permintaan pendampingan tersebut lalu melakukan penunjukan 
petugas Pembimbing Kemasyarakan yang akan bertugas mendampingi anak ini dalam 
tahap penyidikan atau pemeriksaan, lalu Pembimbing Kemasyarakatan menuju ke 
lokasi penahanan anak berhadapan hukum tersebut setelah Pembimbing 
Kemasyarakatan menerima disposisi dari Kepala Bapas. 
Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Peneliti atau Pencari Informasi 
melaksanakan penelitian kemasyarakatan melalui dua tahapan, yakni:  
a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan Kepada Anak 
Penelitian Kemasyarakatan adalah suatu proses pengumpulan data anak dari 
berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, 
pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan 
juga menggali  data tentang tindak kejahatan yang dilakukan Anak sehingga Anak 
tersebut harus menghadapi proses peradilan pidana.   
 
“Sampai ke tempat itu (kantor polisi), PK mengambil data dan penggalian 
data dari sisi sosial maupun dari sisi hukum, apa dasar, apa motif sampai anak 
melakukan tindak pidana tersebut.”
6
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Pernyataan Pak Haidir sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pak Yusak 
bahwa jika melakukan penelitian kemasyarakatan tidak hanya melihat dari satu aspek 
saja. Beliau menuturkan:  
 
“PK selain melihat unsur tuntutan pidana yang dilakukan atau pasal yang 
disangkakan harus dilihat juga apasih motifnya sehingga anak ini misalnya 
mencuri, latar belakang pendidikan anak misalnya tidak tamat SD, kondisi 
ekonomi anak kurang mampu, kemudian kebiasaan anak bergaul dengan 
orang dewasa, merokok, atau mungkin anak dipekerjakan dibawah umur, itu 
harus kita lampirkan dalam litmas supaya dapat menjadi pertimbangan hakim 
untuk melihat tidak dari sisi pidana saja tapi apasih motifnya karena 
mengingat kembali bahwa anak itu adalah masa depan bangsa, kita harus 




Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap 
anak sebagai tersangka dengan mekanisme 3x 24 jam sejak adanya BAD atau 
permintaan penelitian kemasyarakatan dari pihak penyidik.
8
 Penelitian 
Kemasyarakatan atau penggalian data dari berbagai aspek dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan agar data yang diperoleh dari anak ini terbukti 
kebenarannya, hasil penelitian yang telah diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan 
berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien dan digunakan untuk bahan 
pengolahan data sampai kepada apa-apa yang dibutuhkan anak terkait dengan kasus 
yang dihadapi, perencanaan model-model pembimbingan dan pembinaan yang tepat 
bagi klien ketika nanti klien menjadi narapidana, serta mencari tahu apakah ada 
peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan Diversi.  
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b. Kunjungan Rumah (Home Visit)  
Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan 
kepada Anak selanjutnya dilakukan Home Visit atau kujungan rumah, Pembimbing 
Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah orang tua Anak untuk melanjutkan 
penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya. Tujuan melakukan penelitian 
kemasyarakatan ke orangtua anak agar data yang diperoleh bersifat valid atau bisa 
dibuktikan kebenarannya, juga untuk mensinkronkan data yang didapat dari anak dan 
orangtua anak tersebut. Ini sesuai yang dikemukakan oleh Pak Haidir yakni:  
 
“Setelah kita melakukan penggalian data ke Anak ini, Pembimbing 
Kemasyarakatan lalu menuju ke rumah orangtua Anak kalau orang tua tidak  
hadir ketika PK datang ke Polsek atau Polres. Gunanya apa? Yah kita 
manggali data, kita melihat bagaimana kondisi rumah, kondisi sosial, kondisi 
ekonomi sang anak sampai kita bisa menemukan apa sih sebenarnya sebab 
anak ini melakukan tindak pidana itu. Anggaplah pidana pencurian  kira-kira 
apa dasarnya dia melakukan pencurian, apakah anak memang ekonominya 
rendah, tingkat pendidikan anak itu rendah, dan sebagainya.”
9
 
Pernyataan Pak Haidir di atas didukung oleh yang dinyatakan oleh Pak 
Marwan, beliau mengemukakan:  
 
“Pertama kita terlebih dahulu mewawancarai anak sebagai tersangkanya, 
setelah itu baru kita ke rumah orang tua anak untuk mensinkronkan data. 
Penelitian Kemasyarkatan dilakukan bukan hanya pada sisi hukum saja tapi 
juga sisi sosial, bagaimana kondisi psikologis anak, dampaknya, dan 
sebagainya.” 
Saudara H  (inisial) selaku anak berhadapan hukum juga sedikit berbicara 
tentang hal yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan pada proses penyidikan, 
berikut pernyataan saudara (H):  
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“Datangi mattanya-tanya di rumahku sama di kantor polisi.”
10
 
Maksud dari pernyataan saudara (H) selaku anak berhadapan hukum adalah 
Pembimbing Kemasyarakatan mendatangi anak di kantor polisi untuk menggali data 
atau melakukan penelitian kemasyarakatan, setelah melakukan penelitian 
kemasyarakatan di kantor polisi Pembimbing Kemasyarakatan melanjutkan 
penggalian data atau penelitian kemasyarakatan di rumah orangtua anak. Hal ini 
dilakukan untuk menyingkronkan data dan mendapatkan informasi yang lebih jelas.  
Setelah melakukan penelitian Kemasyarakatan dan penganalisaan informasi, 
barulah dapat diambil kesimpulan yang akan dimasukkan ke Laporan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan. Litmas tersebut diserahkan kepada penyidik di kepolisian dengan 
melihat hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dan syarat-syarat untuk melakukan 
Diversi yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, 
maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar 
diupayakan untuk dilakukan diversi maupun reintegrasi sesuai dengan ketentuan dari 
Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.  
Hasil dari penelitian kemasyarakatan ini dilampirkan ke dalam Laporan Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut bisa 
menjadi bahan rekomendasi ketika anak akan dijatuhi hukuman, rekomendasi 
tersebut dapat berupa pelaksanaan pembinaan atau pembimbingan pada instansi 
pemerintah  seperti di LPKS, LPKA, atau dikembalikan ke orang tua dan lain-lain 
terkait dengan upaya pemulihan terhadap anak berhadapan hukum.  
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan, 
yaitu sebagai berikut:  
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1) Memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam 
proses peradilan pidana anak; 
2) Menentukan program perawatan anak di LPAS; 
3) Menentukan program pembinaan anak di LPKA, dan 




2. Mediator    
Mediator merupakan pihak netral yang berperan membantu pihak-pihak atau 
klien dalam proses perundingan dan memberikan rekomendasi atau mengemukakan 
pendapat untuk mencari berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan suatu perkara 
dengan bersikap adil tanpa melakukan pemaksaan pandangan dan penilaiannya 
terhadap perkara tesebut selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Jadi 
peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator adalah memberikan 
pengarahan dan rekomendasi terkait penyelesaian perkara yang dihadapi anak kepada 
pihak anak itu sendiri, korban, jaksa, hakim dan lain-lain guna mendapatkan titik 
temu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pembimbing kemasyarakatan harus 
mampu menjadi penengah antara dua pihak yang berkepentingan atau lebih sehingga 
terjadi kesepakatan.  
Langkah-langkah Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan peran 
sebagai Mediator terhadap anak berhadapan hukum dalam proses peradilan adalah 
sebagai berikut:  
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a. Mediasi kepada Korban  
Upaya mediasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada korban 
terkait penyelesaian perkara anak dilaksanakan sebelum diadakannya proses Diversi 
di kepolisian, pembimbing kemasyarakatan mengambil upaya tersendiri dalam 
mempermudah jalannya proses diversi dengan terlebih dahulu menemui korban 
dengan memberikan penjelasan-penjelasan agar korban bisa mempertimbangkan 
kondisi pelaku dan perkara tersebut dapat diselesaikan di luar proses peradilan atau 
diselesaikan dengan jalan damai. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Haidir yakni:  
 
“…PK memberikan penjelasan kepada korban bahwa pelaku ini masih 
berstatus anak dan ada undang-undang yang mengatur tentang anak 
berhadapan hukum untuk tetap dilindungi meskipun dia itu pelaku, karena 
undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa 
setiap anak yang berhadapan dengan hukum itu wajib diupayakan diversi. Dan 
semisal pihak korban bisa untuk memaafkan pelaku, kita tanya apa 
kerugiannya dan apakah bisa diberikan ganti rugi. Kalau pihak korban 




Proses mediasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada korban 
sebelum diadakannya proses diversi ialah memberi penjelasan kepada korban bahwa 
perbuatan tersebut yang dilakukan anak bukanlah tindak kejahatan tetapi merupakan 
kenakalan anak dan seharusnya tidak harus menjalani proses hukum. Selain itu 
Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan penjelasan kepada korban bahwa 
penyelesaian kasus tersebut tidak harus dilakukan di dalam proses peradilan pidana 
tetapi bisa diselesaikan di luar proses peradilan pidana, menjelaskan bahwa ada 
undang-undang yang terkhusus memberikan perlindungan terhadap anak yang 
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melakukan tindakan kejahatan sehingga anak tersebut sebaiknya tidak dipidanakan 
dan tidak dijatuhi hukuman penahanan ke dalam penjara.  
b. Mediasi dalam Pengupayaan Diversi  
Selanjutnya ketika Pembimbing Kemasyarakatan telah selesai memberikan 
penjelasan serta rekomendasi-rekomendasi kepada korban dan menyetujui untuk 
dilakukan Diversi maka  Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan ke penyidik di 
kepolisian untuk dilakukan Diversi, dan dilakukanlah proses Diversi yang 
dilaksanakan oleh penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada saat proses 
mediasi dalam pengupayaan diversi akan dilakukan, semua pihak harus menghadiri 
proses mediasi tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam rangka 
membicarakan hal-hal terkait dengan proses diversi ataukah dilanjutkan ke 
persidangan. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencari tahu, dan mendapatkan titik 
temu tentang perkara anak dan mengupayakan agar kasus tersebut sebaiknya 
dilakukan di luar proses peradilan pidana atau dengan jalan damai. Pernyataan Pak 
Haidir sebagai berikut:   
 
“…Jadi Pembimbing Kemasyarakatan kembali ke kepolisian menyampaikan 
bahwa ada peluang untuk diversi dan mohon kiranya untuk dimediasi, lalu 
kepolisian menentukan tempat dan tanggal untuk melakukan mediasi. Kalau 
kepolisian mengiyakan, kepolisian akan bersurat lagi ke Bapas, mengundang 
PK yang datang  kemarin untuk datang mediasi untuk diversi. Besoknya 
dikumpulkanlah korban, pelaku, orangtua pelaku, pemerintah setempat, PK, 
Peksos juga kalau korbannya itu anak, dan pihak yang terkait. Ini dilakukan 
untuk menemukan titik temu supaya anak ini tidak berlanjut ke tahap 
berikutnya yaitu ke persidangan. Kalau ada titik temu dan bisa damai antara 
korban dan pelaku, dibuatlah Berita Acara Diversi dan semua pihak bertanda 
tangan baik korban, pelaku, PK, kepolisian, pemerintah setempat, dan 
orangtua korban bertanda tangan di Berita Acara Diversi, lalu berita acara 
diversi harus segera dilaporkan ke pengadilan untuk dibuatkan penetapan, jadi 
ini anak tidak disidang cuma dimediasi dan dibuatkan berita acaranya dan 







masyarakat, korban dibayar ganti ruginya misalnya. Kalau ditolak berarti 
harus dilanjutkan ke tahap dua dan berarti ada berita acara diversi menyatakan 
gagal upaya diversinnya, nanti diupayakan lagi diversinya di kejaksaan.”
13
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika Anak telah 
dinyatakan Diversi sesuai hasil mediasi, anak sebagai pelaku tersebut dapat 
dikembalikan ke orang tuanya dan perkara tersebut diselesaikan dengan jalan damai, 
tetapi jika dari pihak korban tidak ingin memaafkan pelaku atau korban enggan 
menyelesaikan perkara tersebut di luar proses peradilan pidana maka anak sebagai 
pelaku tersebut dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan untuk dilakukan sidang 
penuntutan.  
Proses mediasi ini melibatkan penyidik, korban, Anak Berhadapan Hukum 
bersama orang tua anak untuk mengeluarkan pendapatnya terkait kasus anak tersebut 
yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak baik 
pelaku dan juga korban, melakukan negosiasi dan sebagainya. Semua pihak 
bermusyawarah untuk mendapatkan titik temu dan bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kondisi Anak pada 
keadaan semula seperti dalam penerapan Restorative Justice.  
Diversi harus diupayakan terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam proses 
peradilan pidana, diversi betujuan untuk:  
1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 
2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
3) menghindarkan Anak  dari perampasan kemerdekaan; 
4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;dan 
5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.14 
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Peran Pembimbing Kemasyarakatan disini sangat strategis karena pada saat 
proses mediasi pengupayaan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan 
menjelaskan kepada semua pihak yang hadir dalam proses mediasi tentang data dan 
informasi yang didapat ketika melakukan Penelitian kemasyarakatan terhadap anak 
berhadapan hukum. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak korban 
untuk bisa memaafkan pelaku dan juga berpotensi dilakukannya kesepakatan untuk 
menyelesaikan perkara anak dengan jalan damai.  
Pembimbing Kemasyarakatan dalam mediasi pengupayaan diversi 
mempunyai peran sangat strategis karena:  
1) Memiliki akses lebih luas kepada penyidik, anak/keluarga, korban maupun 
masyarakat.  
2) Memiliki data dan informasi yang lebih banyak terkait anak.  
3) Maka dalam mediasi harus bersifat netral dalam menyampaikan hasil 
penelitiannya.  
4) Upaya mediasi dilakukan oleh orang yang netral dan dapat bersikap adil.  
5) Pembimbing Kemasyarakatan pada kesempatan ini mendampingi anak dan 
mengawal proses mediasi hingga dihasilkan kesepakatan.
15
 
Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama dilakukannya 
Diversi adalah agar perkara anak berhadapan hukum tidak lagi berlanjut pada tahap 
Ajudikasi atau penuntutan oleh kejaksaan. Diversi sangat perlu dilakukan terhadap 
Anak agar tidak terjadi trauma selepas menjalani proses peradilan. Hal ini merupakan 
upaya perlindungan terhadap Anak sesuai dengan amanat undang-undang yakni anak 
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harus mendapatkan hak-haknya, salahsatunya ialah memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.  
c. Mediasi dalam Persidangan  
Perkara Anak Berhadapan Hukum dilanjutkan pada tahap Ajudikasi ketika 
proses diversi pada tahap Pra Ajudikasi gagal diupayakan karena korban ingin 
melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan, maka laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan (Litmas) diberikan kepada penyidik yang selanjutnya diberkaskan 
untuk diadakan pelimpahan ke Kejaksaan. Setelah kasus anak telah dilimpahkan ke 
kejaksaan, pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap anak berhadapan 
hukum tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap anak, selanjutnya anak 
didaftarkan dalam proses persidangan untuk melaksanakan sidang penuntutan di 
pengadilan hingga turunnya penetapan sidang.  
 
“Pihak penyidik dari kepolisian melimpahkan berkas perkara dengan 




Sidang penuntutan berlangsung dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan 
untuk mendampingi anak dan bertugas membacakan Litmas yang telah didapatkan 
sebelumnya dan pembacaan hasil diversi yang telah gagal diupayakan. Pada saat 
sebelum jaksa melakukan penuntutan dan hakim memutuskan hasil dari penuntutan 
untuk dipidanakan, pembimbing kemasyarakatan diberikan kesempatan 
melaksanakan perannya sebagai Mediator yakni untuk mengemukakan pendapatnya 
terkait perkara tersebut untuk bahan pertimbangan hakim dan merekomendasikan 
jalan terbaik yang seharusnya diberikan kepada anak tanpa mengesampingkan 
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keadilan yang juga harus didapatkan oleh korban, diluar daripada itu pembimbing 
kemasyarakatan tidak mempunyai hak untuk memutuskan hal apapun.  
 
"Pada saat PK menghadiri persidangan, jaksa atau hakim meminta pendapat 
kita sesuai di Litmas itu, kita juga memberikan penjelasan dan rekomendasi 
kepada hakim untuk mempertimbangkan hasil Litmas ini sehingga hakim 
memberikan keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.”
17
 
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa peran pembimbing 
kemasyarakatan dala persidangan adalah memediasi atau memberikan penjelasan atau 
rekomendasi kepada hakim selaku pimpinan sidang terkait bagaimana keputusan 
terbaik yang diberikan kepada anak, rekomendasi yang diberikan pembimbing 
kemasyarakatan harus akurat, tepat dan realistis dengan mempertimbangkan 
kepentingan terbaik anak sebagai terdakwa dan juga kepentingan terbaik korban, dan 
tentunya pemberian putusan hukuman tindakan merupakan skala prioritas, bukan 
hukuman pidana. Rekomendasi putusan hukuman dari pembimbing kemasyarakatan 
terhadap anak juga harus bersifat pembelajaran bukan sebuah penjeraan.  
Inti keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya berlaku dalam 
setiap upaya penyelesaian perkara anak baik melalui diversi ataupun persidangan.
18
  
3. Melakukan Pengawasan  
Pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan ketika Anak 
menjalani proses pelaksanaan hukuman pidana atau tindakan. Dalam menjalani 
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hukuman tersebut Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan 
pengawasan terhadap anak agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa melihat 
perkembangan anak ketika proses hukuman berjalan dan untuk mengetahui apakah 
anak telah pulih pada keadaan semula setelah mengalami  trauma ketika menghadapi 
proses peradilan pidana. 
 
“Ketika anak telah diberikan putusan pemidanaan oleh jaksa maka pada tahap 
selanjutnya digelar persidangan dalam rangka penjatuhan hukuman kepada 
anak baik itu hukuman pidana atau hukuman tindakan.”
19
 
Penjatuhan hukuman yang diberikan hakim terhadap anak berhadapan hukum 
telah diatur dalam UU SPPA, jenis Hukuman Pidana diatur pada Pasal 71, 
diantaranya adalah berupa Pidana Pokok seperti pidana peringatan, pelatihan kerja, 
pembinaan dalam lembaga, dan penjara, selanjutnya adalah Pidana Tambahan. 
Sedangkan hukuman tindakan diatur pada Pasal 82 yakni pengembalian kepada  
orang tua, perawatan di LPKS, diadakan perbaikan terhadap anak akibat dari tindak 
pidana, dan lain-lain.
20
 Hukuman ini dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku 
tergantung dari keputusan hakim dalam sidang pemidanaan atau penjatuhan 
hukuman.  
Setelah anak telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman, Pembimbing 
Kemasyarakatan masih berperan penting yakni melakukan pengawasan terhadap anak 
ketika dijatuhi Hukuman Pidana maupun Hukuman Tindakan. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Pak Marwan. Berikut pernyataan beliau:  
 
“Putusan dari hakim itu berupa Tindakan atau Pidana dan kita harus lakukan 
pengawasan atas hukuman yang diberikan. Kalau putusan pemidanaan untuk 
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pelaku dewasa itu beda, kalau dewasa cuma satu yaitu pidana, kalau anak ada 
dua yaitu pidana dan tindakan. jadi  putusannya itu bisa pidana, bisa tindakan, 
bisa keduanya, bisa juga tidak ada. Kesemua putusannya ini harus saya dapat, 




Penjelasan dari Pak Marwan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pak 
Riswan.  Berikut penjelasan dari Pak Riswan:  
 
“Misalnya PK memberikan rekomendasi kepada hakim untuk diberikan 
Hukuman Tindakan ke LPKS atau di LPKA, dan pada saat itu juga hakim 
menerima saran  kita ditempatkan disana, nanti ketika klien dibawa kesana itu 
kita juga melakukan pengawasan terhadap anak itu.”
22
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pembimbing 
Kemasyarakatan disini adalah melakukan pengawasan terhadap anak saat menjalani 
Hukuman Pidana maupun Hukuman Tindakan. Pengawasan yang dilakukan 
Pembimbing Kemasyarakatan ketika Anak menjalani Hukuman Pidana adalah 
memastikan anak ketika menjalani hukuman pidana, anak wajib mendapatkan 
pembimbingan dan pembinaan di tempat anak tersebut menjalani hukuman baik di 
LPKS maupun di LPKA sesuai dengan rekomendasi pemberian pembimbingan dan 
pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti Pembinaan dalam lembaga, 
memberikan pelatihan kerja, dan sebagainya. Sedangkan saat anak menjalani 
Hukuman Tindakan, Pembimbing Kemasyarakatan harus mengawasi anak terkait 
upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat 
melaksanakan putusan hakim berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.  
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C. Faktor-Faktor Penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di 
Balai Pemasyarakatan Keas I Kota Makassar  
Pembimbing Kemasyarakatan memiki peranan yang sangat penting terkait 
dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam melaksanakan 
peran-perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan-
hambatan baik teknis maupun nonteknis, Pembimbing Kemasyarakatan harus 
menghadapi hambatan-hambatan tersebut dalam pendampingan yang dilakukan. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan dan 
wawancara kepada petugas-petugas Balai Pemasyarakatan, Peneliti telah memperoleh 
informasi terkait faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses Peradilan Anak, yaitu sebagai 
berikut:  
1. Terbatasnya Kesempatan Mengemukakan Pendapat dalam Persidangan  
Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya ketika 
mendampingi anak berhadapan hukum di dalam persidangan harus mengupayakan 
agar anak mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak 
yakni mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi dari pihak-
pihak tertentu, semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.  Hanya saja 
peran Pembimbing Kemasyarakatan disini sangat kecil atau sempit karena terkadang 
hanya sebatas menghadiri sidang. Peran hakim bisa dikatakan lebih dominan karena 
hakim yang menjadi pemimpin jalannya persidangan, dan keberhasilan dari proses 
persidangan yang berlangsung itu tergantung dari hakim yang memimpin jalannya 








”Kalau membahas peran PK dalam mendampingi anak berhadapan hukum, 
PK lebih banyak berperan pada tahap penyidikan dan pengadilan, kalau di 
kejaksaan itu peran PK hanya menghadiri proses penuntutan terkait dengan 
perintah undang-undangnya, di undang-undang itu memang PK harus hadir 
disitu, jadi peran kita itu kecil sekali sebenarnya.”
23
  
Penjelasan dari Pak Marwan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pak 
Riswan selaku Kepala Seksi BKA, beliau mengatakan:  
 
“Peran PK itu hanya menghadiri saja. Jaksa kadang minta pendapat tapi yah 
pendapat kita tidak bisa memengaruhi, memberikan rekomendasi-
rekomendasi itu kan sama halnya memberikan saran, kalau kita sarankan 
kepada jaksa mohon jangan ditahan tapi kalau jaksa mengatakan harus ditahan 
maka anak tersebut ditahan. Meskipun sebenarnya yang kita lakukan pada 
sidang penuntutan adalah termasuk melakukan penelitian.”
24
 
Pernyataan diatas juga disetujui oleh Pak Yusak, berikut pernyataan beliau:  
 
“Terkadang memang jaksa meminta pendapat  PK terkait perkara tersebut, 
dan kita jawab sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan, 
hanya saja pendapat kita kadang tidak mempengaruhi putusan jaksa. Mereka 
melihat memang benar berkas perkara lengkap, kemudian anak selaku 
tersangka hadir, buktinya dihadirkan, dia bertanya bagaimana tentang 




Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas bahwa peran Pembimbing 
Kemasyarakatan dalam persidangan sangat sempit, tetapi hal itu tidak membatasi 
perannya sebagai Pendamping bagi anak. Meskipun terdapat kendala ketika 
mendampingi anak berhadapan hukum dalam proses sidang, pembimbing 
kemasyarakatan juga tetap ikut berperan sebagai mediator yaitu untuk memberikan 
penjelasan dan rekomendasi atau saran kepada jaksa maupun hakim ketika diminta.  
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2. Kurangnya Koordinasi Antara Sesama Penegak Hukum  
Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perungang-undangan tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
antara penegak hukum satu dengan yang lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman 
dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum. Seringkali ketika Pembimbing 
Kemasyarakatan mendampingi anak dalam proses sidang penuntutan dan penjatuhan 
hukuman pihak penuntut maupun hakim mengambil keputusan dengan tidak 
dilandasi oleh undang-undang SPPA tersebut. 
 
“Yang paling parah sebenarnya itu di eksternal terkadang penyidik, jaksa 
maupun hakim, bahkan pengacaranya tidak konek dengan kita, kenapa karena 
mereka belum sepenuhnya paham dengan UU SPPA sebenarnya.”
26
  
Pemahaman yang berlandaskan undang-undang SPPA harus diterapkan ketika 
menangani kasus anak berhadapan hukum baik Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa 
Penuntut Umum, Hakim, dan semua aparat penegak hukum yang berkaitan 
menangani kasus Anak. Hal ini sangat penting terkait dengan mengutamakan 
kepentingan terbaik bagi Anak atau penerapan Restorative Justice yaitu bersifat 
pemulihan bukan penjeraan. Dengan penerapan Restorative Justice Anak bisa 
mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak. Anak 
seharusnya diberikan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak atas 
kebebasannya, bukan diskriminasi ataupun intimidasi, dan sebagainya.  
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia merupakan hal mendasar yang harus dimiliki 
Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya. Keterbatasan sumber 
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daya manusia secara kualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat mempengaruhi 
tingkat keefektivan kegiatan pendampingan yang dilakukan Pembimbing 
Kemasyarakatan karena masih relatif lemahnya wawasan dan pemahaman tentang 
ilmu Pemasyarakatan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga membutuhkan 
pengembangan ilmu pengetahuan lain diluar daripada ilmu Hukum saja, yakni ilmu 
Kesejahteraan Sosial dan ilmu Psikologi. Hal ini harus diupayakan agar proses 
penanganan kasus anak berhadapan hukum menjadi efektiv dengan penerapan ketiga 
cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan 
tersebut dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan suatu 
masalah yang dihadapi kliennya terkhusus kepada anak yang sedang menjalani proses 
peradilan.  
Seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu sepetutnya memiliki 
pengetahuan dan kemampuan di bidangnya aagar dapan menjalankan pekerjaannya 
secara professional. Seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut memiliki 
pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya seperti,  
seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, kriminologi, ilmu pemasyarakatan, dan ilmu 




“Kalau masalah sumberdaya manusia tentunya PK disini perlu penambahan 
ilmu pengetahuan lagi karena PK harus meningkatkan sumberdayanya. Tidak 
cukup seorang sarjana yang ahli mengenai ilmu Hukum yang menjadi PK, 
harus juga sekaligus mempunyai basic ilmu Sosial dan ilmu Psikologi.”
28
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pembimbing 
Kemasyarakatan harus meningkatkan sumber dayanya, tidak hanya membutuhkan 
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ilmu pengetahuan di bidang hukum saja, tetapi juga membutuhkan bidang kelimuan 
lain termasuk Ilmu Kesejahteraan Sosial dan ilmu Psikologi. Maka dari itu Balai 
Pemasyarakatan harus memberikan pendidikan atau pelatihan-pelatihan dalam hal 
pengembangan sumber daya manusia.  
4. Keterbatasan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan  
Keterbatasan jumlah petugas fungsional Balai Pemasyarakatan dalam hal ini 
Pembimbing kemasyarakatan merupakan sebuah faktor-faktor penghambat dalam 
melakukan pendampingan terhadap Anak. Perbandingan beban kerja dan kewajiban 
menyelesaikan tugas tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di 
Balai Pemasyarakatan saat ini.  
 
“Jumlah PK yang masih sedikit. Pernah dilakukan pendataan oleh pusat 
tentang jumlah PK yang dibutuhkan di Bapas Makassar, setelah mendata 
jumlah PK Bapas, kita kekurangan setidaknya 250 petugas PK. Perbandingan 
beban kerja kemudian kewajiban menyelesaikan tugas itu tidak sebanding 
dengan jumlah PK sekarang di sini, ditambah lagi jumlah penganggaran yang 




Dari  pemaparan hasil wawancara dari Pak Haidir di atas maka dapat 
diberikan kesimpulan bahwa perlu diadakan penambahan jumlah petugas 
Pembimbing Kemasyarakatan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang kurang 
dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan perannya yakni melakukan 
pendampingan terhadap anak berhadapan hukum dalam proses peradilan pidana anak.  
5. Terbatasnya Alokasi Anggaran  
Anggaran atau dana merupakan hal yang amat penting dalam melaksanakan 
semua kegiatan, bisa dikatakan bahwa tanpa adanya sebuah anggaran yang memadai 
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akan berakibat dengan tidak optimalnnya pelaksanaan peran yang dilakukan 
Pembimbing Kemasyarakatan. Kesenjangan anggaran mulai dari biaya perjalanan 
Pembimbing Kemasyarkatan, konsumsi dan lain-lain akan berdampak pada 
kesejahteraan pegawai. Sering kali dalam melaksanakan tugasnnya yakni 
mendampingi anak pada setiap tahapan peradilan harus membiayai perjalanan tugas 
dengan biaya pribadi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh pak Haidir 
selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:  
 
“Kalau tentang kendala-kendala itu salahsatunya adalah penganggaran 
perjalanan PK dalam melaksanakan tugas tidak memadai, Bapas menempuh 
wilayah tugas dari Pinrang sampai ke Selayar, dan total PK disini hanya ada 
54 orang, sedangkan kasus anak tidak hanya terjadi di Makassar. Jadi 
biayanya berapa untuk sekali datang pengambilan data di kepolisian, di 
keluarga pelaku. Ada biaya perjalanan dinas tapi sangat minim, tidak akan 
bisa menutupi semua. Sampai kepada ATK itu PK menyiapkan sendiri, 
kendaraan juga pribadi, sedangkan tugasnya ini keseluruhan.”
30
 
Sesuai dari penjelasan di atas bahwa anggaran merupakan hal intim dalam upaya 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, mengingat bahwa 
wilayah tugas Balai pemasyarakatan yang luas dan tidak sebanding dengan anggaran 
yang diberikan maka dari itu peningkatan anggaran kepada Pembimbing 
kemasyarakatan harus ditingkatkan. Hal ini mesti diperhatikan agar dalam 
melaksanakan perannya sebagai Pendamping bagi Anak dapat berjalan secara 
optimal.   
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PENUTUP   
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 
dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak 
Berhadapan Hukum dalam proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan 
Kelas I Kota Makassar sangat berpengaruh terhadap penanganan dan upaya 
penyelesaian perkara Anak Berhadapan Hukum, karena Pembimbing 
Kemasyarakatan selalu hadir sebagai Pendamping Bagi Anak saat menjalani 
semua tahapan-tahapan yang dilalui Anak dalam Proses Peradilan. Peran 
Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: Pertama, Sebagai Peneliti atau Pencari 
Informasi. Kedua, sebagai Mediator. Ketiga, melakukan Pengawasan terhadap 
Anak Berhadapan Hukum saat menjalani hukuman baik hukuman pidana 
maupun hukuman tindakan.  
2. Faktor-faktor Penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di 
Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar yaitu: Pertama, Terbatasnya 
kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan. Kedua, Kurangnya 
koordinasi antara sesama penegak hukum karena ketidaksepahaman dalam 
memahami undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga, 
Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari Pembimbing 







sehingga sering kali merasa kesulitan saat melakukan pendampingan terhadap 
Anak Berhadapan Hukum yang jumlahnya tidak sedikit, ditambah lagi dengan 
wilayah tugas Balai Pemasyarakatan yang luas. Kelima, Terbatasnya alokasi 
anggaran sehingga terkadang dalam mendampingi anak pada setiap tahapan 
peradilan harus membiayai perjalanan tugas dengan biaya pribadi.  
B. Implikasi Penelitian  
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas terdapat beberapa implikasi 
penelitian  yaitu sebagai berikut:  
1. Diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara sesama Penegak 
Hukum demi kepentingan terbaik bagi Anak, serta memahami secara 
keseluruhan  undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
2. Diharapkan adanya pengembangan ilmu pengetahuan lain dari Pembimbing 
Kemasyarakatan diluar daripada ilmu Hukum, yaitu memahami ilmu 
Kesejahteraan Sosial dan ilmu Psikologi, ketiga dari bidang keilmuan ini 
sangat berguna dan dapat diimplementasikan dalam penanganan perkara Anak 
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Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Seksi BKA 
 
Gambar 2 : Wawancara dengan JFT PK Madya  
 
Gambar 3 : Wawancara dengan JFT PK Muda  
 
Gambar 4 : Suasana Ruangan JFT  
 
Gambar 5 : Wawancara dengan ABH di Pengadilan Negeri Kota Makassar  
 
Gambar 6 : Wawancara dengan ABH di Pengadilan Negeri Kota Makassar  
 
Gambar 7 : Proses Penelitian Kemasyarakatan di Kepolisian  
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